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RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK INVESTOR AKIBAT
PEMUTUSAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH SECARA SEPIHAK

Oleh :
Haganta Michael Raja! , Rachmadi Usman?

Pembangunan infrastrtuktur nasional sangat membutuhkan keterlibatan pihak
swasta atau badan usaha swasta dalam bentuk kerjasama, salah satunya melalui
skema pembiayaan atau kerjasama alternatif seperti Build Operate Transfer (BOT),
atau dalam konteks Indonesia dikenal dengan Bangun Guna Serah (BGS). Skema
ini memungkinkan pihak swasta atau investor, membangun dan mengelola set
publik dalam jangka waktu tertentu, sebelum diserahkan kembali kepada
pemerintah. Perjanjian Bangun Guna Serah kerap dianggap sebagai solusi atas
keterbatasan anggaran negara. Namun, permasalahan timbul ketika terjadi
pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah yang berimplikasi langsung
terhadap perlindungan hak-hak investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
akibat hukum dari pemutusan perjanjian Bangun Guna Serah secara sepihak
terhadap investor, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak oleh
pemerintah tanpa dasar hukum yang sah melanggar asas pacta sunt servanda dan
asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Tindakan
ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatn melawan hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menimbulkan hak bagi investor untuk
menuntut ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap investor dapat dilakukan
secara preventif dan juga represif. Perlindungan secara preventif, secara preventif,
yakni melalui penyusunan kontrak dengan akta otentik dalam hal ini merupakan
akta notariil, yang memuat klausul perlindungan dan penyelesaian sengketa,
sedangkan perlindungan secara represif dapat melaui gugatan ke pengadilan.
Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa
pemutusan sepihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak merupakan perbuatan
melawan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemutusan perjanjian Bangun
Guna Serah secara sepihak berpotensi merugikan investor dan melanggar asas
keadilan serta kepastian hukum. Oleh karena itu, perjanjian Bangun Guna Serah
harus dibuat secara cermat dan mengikat secara hukum, serta melibatkan notaris
dalam suatu klausul peraturan, guna memastikan kekuatan pembuktian dan
perlindungan hak para pihak.

1NIM : 2320216310059
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK INVESTOR AKIBAT
PEMUTUSAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH SECARA SEPIHAK

ABSTRAK
Oleh :
Haganta Michael Raja® , Rachmadi Usman*
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Bangun Guna Serah, Investor, Pemutusan Sepihak, Perlindungan
Hukum, Akta Otentik.

Kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur
melalui skema Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/ BOT) menjadi salah
satu solusi atas keterbatasan anggaran negara. Dalam praktiknya, perjanjian Bangun
Guna Serah kerap menghadapi permasalahan, khususnya pemutusan secara sepihak
oleh pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi pihak investor. Tesis ini
mengkaji akibat hukum dari pemutusan sepihak dalam perjanjian Bangun Guna
Serah serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor agar
tetap mendapatkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemutusan sepihak oleh pemerintah tanpa dasar
hukum , melanggar asas-asas hukum perjanjian, seperti pacta sunt servanda dan
itikad baik, serta dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, investore memiliki hak untuk
menuntut ganti rugi. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diberikan melalui kontrak
yang dibuat dengan akta otentik dalam hal ini menggunakan akta notariil dan
memuat klausul penyelesaian sengketa. Sementara secara represif, investor dapat
menempuh jalur hukum apabila mengalami kerugian akibat pemutusan sepihak.
Tesis ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun regulasi khusus terkait
perjanjian Bangun Guna Serah dan memperkuat posisi hukum investor melalui
perjanjian yang adil, seimbang, dan dibuat secara profesional, agar memberikan
jaminan rasa aman dan minat investor untuk berinvestasi atau bekerjasama dengan
pemerintah.
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LEGAL PROTECTION TO INVESTORS AS CONSEQUENCE OF
UNILATERAL TERMINATION OF BUILD, OPERATE,
TRANSFER (BOT) AGREEMENT

By
Haganta Michael Raja ', Rachmadi Usman?2
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 119 pages

ABSTRACT

Keywords: Build, Operate, Transfer (BOT), Investors, Unilateral Termination,
Legal Protection, Authentic Deed

Cooperation between government and private parties in infrastructure development
through Build, Operate, Transfer (BOT) scheme becomes one of the solutions to
limited state budget. In practice, Build, Operate, Transfer (BOT) Agreements
frequently face problems, particularly partial termination by the government which
brings losses to the investor parties. This thesis studies the legal consequence of
unilateral termination in Build, Operate, Transfer (BOT) Agreement and the form
of legal protection which can be given to investors in order to get legal protection.
This research applies normative legal method, with statute approach, doctrine, and
Jjudge-made law. The results of the research show that unilateral termination by the
government without legal ground is against the legal principles of agreement such
as pacta sunt servanda and good faith, and can be classified as a tort based on
Article 1365 of Civil Code. In this matter, the investors have the right to
compensation. Legal protection can be conducted in two ways, namely preventively
and represively, the preventive legal protection is provided through a contract made
in a form of an authentic deed in this matter using notarial deed and containing
dispute settlement clause. While represive one is the investor can take legal action
in case he is injured as a consequence of unilateral termination of the contract. This
thesis recommends that the government arranges special regulation concerning
Build, Operate, Transfer (BOT) Agreements Build, Operate, Transfer (BOT)
Agreements and strenghtens the legal position of the investors through fair,
balanced agreements, made professionally, in order to provide sense of security and
accelerates their interest to invest or to cooperate with the govenment.
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